
BUPATI LUWU TIMUR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (21
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor g -Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah,perlu membentuk peraturan Bupafi tentarig Susunan
prganisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, sert; Tata Keda
Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat 1.

2.

3.

4.

5.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Ihbupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi SeLatan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan kmbaran Negara Repubtk Indonesia Nomor
427Ol.;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1
Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56Ol);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang
Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Irmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8
Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (kmbaran Daerah Kabupa.ten Luwu
Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
KEDUDUI(AN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KER.'A DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LI,JWU TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan ralcyat daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintal Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.

6. Peraturan Bupati ada,lah Peraturan Bupati Luwu Timur.

7. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu
Timur.

9. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberal gar. yan.g selanjutnya disingkat
ASDP adalah Angkutal Sungai, Danau dan Penyeberangan.

10. Kepala Bidalg Angkutan Sunggi, Dalau dan Penyeberangarl yang
selanjutnya disingkat Kepala Bidang ASDP adalah Kepala Bidang
Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

1 1. Tugas pokok adalah Ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.

12. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok.

13. Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas
jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang
jabatan.
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BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan
di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah;

(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dipimpin oleh Kepala Dinas
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS

Bagtan Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

(1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (f) huruf a
mempunya.i tuga.s pokok membantu Bupati dalam memimpin dan
melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang
menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan
kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kcpala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pa.da ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. peru*usat pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan
darat;

(21
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(11 Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri atas :

1. Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
2. Subbagian Umum dan Keuangan.

c. Bidang Perhubungan Darat, terdiri atas :

1. Seksi Lalu lintas Angkutan Jalan dan Kelaikan Kendaraan; dan
2. Seksi Manajemen Keselamatan Transportasi dan Rekayasa Lalu

Lintas.
d. Bidang Perhubungan Laut dan Udara, terdiri atas :

1. Seksi Kepelabuhanan, Keselamatan Angkutan Laut dan
Pengamanan Wilayah Perairan; dan

2. Seksi Perhubungan Udara.
e. Bidang Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, terdiri atas :

1. Seksi Angkutan dan Keselamatan Transportasi Danau; dan
2. Seksi Pengawasan Lalu lintas dan Penyeberangan.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam lampitan yang merupakal bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



b. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan
laut dan udara;

c. perumusan pelaksanaal kebijakan teknis di bidang ASDP;

d. perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
kegia tan kesekretariatan yarg menunjalg tugas organisasi ;

e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas
dan fungsinya.

(3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. m€nyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan,
menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta
menJrusun Rencala Strategis Dinas sesuai dengan visi dan misi
Daerah;

b. merumuskan program kerja sesuai Rencana Strategis Dinas;

c. mengoordinasikan pelaksarlaan program dan kegiatan lingkup
Dinas;

d. membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan
tugasnya;

e. mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;

f. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;

g. memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi
agar senantiasa berjalan oPtimai;

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa
sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;

i. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program,
kegiatan, keuangan, umum' perlengkapan dan kepegawaian dalam
lingkungan Dinas;

j. menyelen ggarakarr kebijakan teknis di bidang perhubungan darat,- 
bidang perhubungan laut dan udara serta bidang ASDP;

k. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang
perhubungan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh

Pemerintah;

l.menyelenggarakandanmemberikandukunganfasilitasipelayanan
pe.i,inan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan
tit t id"t g perhubungan berdasarkan kewenangan Pemerintah
Daerah;

m. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaarr iztn

bidang perhubungan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah;

n. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian'

lembaga pemerintah non kementerian, dan lembagn lainnya dalam

rangka penyelenggaraan urusan bidang perhubungan;

o. menilai hasil kerja aparatur sipil negara dalam lingkungan Dinas;

p. menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

q. meny'usun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan

memberikan saran pertimbtngt" kepada atasan sebagai bahan

perumusan kebijakan; dan
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menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

( 1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf b
dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin dan
melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan
koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan dan kepegawaian,
umum dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan
fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Perhubungan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(21 Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan
dan kepegawaian;

b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan
keuangan; dan

c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman
pelalsanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan,
operasionalisasi dan pelaporannya;

d- menyelia pelaksalaan tugas pokok orgalisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;

e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;

f. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan dalam lingkup Sekretariat;

g. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan
bal.an penyrrsunal program Dinas;

h. melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan
teknis di lingkungan Dinas;

i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan
Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi
pelaksanaan kegiatan;

j. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendaiian
dan evaluasi penJrusunan laporan akuntabilitas kine4'a Dinas;

k. melaksanakan dan mengoordinasikar pengolahan dan penyajian
data dan informasi;

i. melaksanakan dan mengoordinasikal pelayanan ketatausahaal;

r
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m. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum
dan aparatur;

n.melaksalakan dan mengoordinasikan pelayanan adminintrasi
keuangan dan aset;

o. melatsanakal dan mengoordinasikan pelaksannaan pembinaan
organisasi dan tata iaksana dalam lingkungan Dinas;

p. melalsanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah
tangga Dinas;

q. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan
protokoier;

r. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan,
pemeliharaan dan penghapusan barang;

s. men)rusun laporan hasil pelalsanaan tugas Sekretaris dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

t. melaksanakan tugas kedinasan lain ya-rrg diperintahkan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud
dalam Pisal 2 ayat (ll huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan
pengumpulan bahan dan mengelola penyusunan perencanaan,
penlajian data dan penyusunan laporan kinerja mengelola administrasi
Lep.ga*rian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan'

(2) Kepala Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian da'lam melaksanakan
tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan
fungsi :

a. fenyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
perencanaan dan kePegawaian;

b.pemberiandukunganataspelaksanaantugasdibidangperencanaan
dan kePegawaian;

c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang
perencanaan dan kePegawaian; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinYa.

(3)KepalaSubbagianPerencanaandanKepegawaiandalamme]aksanakan
tugas pokok ibagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian

tugas sebagai berikut :

,.. 
"-..".r"r..kan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta

penganggaran Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang

merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai

rencana, tepat waktu, berkua-litas dalam lingkup Subbagian;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar- berjalan

sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;

e. mengevaluasi hasil pelaksartaan tugas pokok organisasi agar

berjalan sesuai rencana' tePat lingkup

6

Subbagian;
waktu, berkualitas dalam



f. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan pen5rusunan
perencanaar program kegiatan dan anggaran;

g. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penJrusunan data dan
informasi statistik perhubungan;

h. menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan penyr-rsunan laporar
akuntabilitas kinerja Dinas;

i. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan men5rusun rancangan
rencana strategis;

j. menyiapkan bahan dan menyusun pengusulan rencana anggaran
pendapatan Dinas;

k. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan
dan anggaral;

l. menyiapkan bahan atau data untuk perhitungan anggaran dan
perubahart anggaran;

m. menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan
kegiatan Dinas;

n. mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data
berbasis teknologi informasi;

o. menyiapkan bahan, mengelola dan menghirnpun dafta"r hadir
pegawai;

p. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan
perjalanan dinas Pegawai ;

q. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan
organisasi dan tata laksana;

r. menyiapkan bahan dan men5rusun rencana formasi, informasi
jabatan, dan bezetting Pegawai;

s. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi aparatur meliputi :

1 . usul kenaikan Pangkat;
2. perpindahan;
3. pensiun;
4. penilaian pelaksanaan pekerjaan;
5. kenaikan gaji berkala;
6. cuti;
7 . lzin;
8. masa kerja;
9. peralihan status; dan

1 0. layanan administrasi kepegawaian lainnya'

t. menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda
jasa pegawai negeri siPil;

u. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan

kompetLnsi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;

v. mengembangkan penerapan sistem informasi aparatur berbasis

teknologi informasi;
perundang-
serta yang

menghimpun dan mensosialisasikan
undangal di bidang perencanaan dan
berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas;

peraturan
kepegawaian

menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan

produk hukum di lingkungan Dinas;

7
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y. men5rusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian perencanaan
dan kepegawaian, dan memberikan saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

z. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 7

(i) Sub Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan urusan
ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dal
penghapusan barang, urusan rumah tangga serta menghimpun bahan
dan mengelola administrasi keuangan meliputi peny'usunan anggaran'
penggunaan, pembukuan, pertanggungiawaban dan pelaporan

t"rdu."arkan ketentuan peraturan perundang-undangan'

(2)KepalaSubbagianUmumdanKeuangandalammelaksanakantugas
poiok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggaralan fungsi :

.. p..tyi"pr*., bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan

keuangan;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang umum dan

keuangan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan;

dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas darr fungsinYa.

(3) Kepala Subbagian Umum dal Keuangan dalam melaksanakan tugas

poi<ok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas

sebagai berikut :

a. m-erencanakan kegiatan dan jadwai operasional tahunan serta

penganggaran Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang

merata;

c. menyelia pelaksalaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai

rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;

d. memeriksa hasil peiaksanaan tugas pokok organis.asi 1e{. berjalan

sesuai rencana, tepat waktu, berkualiias dalam lingkup Subbagian;

e. mengevaluasi hasil pelalsanaan -tugas 
pokgk orgarisasi agar

- 
t..1Jt"., "."r.i 

..t'""t'a, tepat waktu' berkuaiitas dalam iingkup

Subbagian;

f. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya serta

administrasi dan iendistribusian surat masuk dan surat keluar;

g. menata dan melakukan pengarsipan naskah dinas dan pengelolaan

perpustakaan;

h.mempersiapkan pelaksanaan rapat
kehumasan, dan keProtokolan;

I mengelola sarana dan Prasarana
tangga;

dinas, upacara bendera"

serta melakukan urusan rumah

kebersihan danj. mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan
'' f.rri.tol^..t keamanan lingkungan Dinas;

kebutuhan,

8

k. menyiapkan bahan dan men5rusun rencana
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pemeliharaan dan penghapusan baralg, daftar inventarisasi barang
serta menyusun laporan barang inventaris;

l. menyiapkan bahan dan men5rusun administrasi pengadaan,
pendistribusian, dan pemeliharaan inventarisasi dan penghapusan
barang;

m. melakukan verihkasi kelengkapan administrasi permintaan
pembayaran;

n. meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang,
pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya untuk menjadi
bahan proses iebih lanjut;

o. mengoordinasikan dan menyrrsun keda sarna anggaran;

p. mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;

q. melakukan verihkasi harian atas penerimaan keuangan serta
verifikasi pertanggungiawaban keuangan;

r. melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;

s. menyiapkan bahan dan menyusun laporal keuangan;

t. menyusun realisasi perhitungan anggaran;

u. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;

v. mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti
laporan hasil pemeriksaaan;

w. melakukan perlataan' pengelolaan, pemanfaatan dan penghapusan
aset;

x. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan
Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

y. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran peiaksanaan lugas.

Bagian Ketiga

Bidang Perhubungan Darat

Pasal B

(1) Bidang Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) hu-ruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas
pokokmemimpin.danmelaksanakanperumusankebijakanteknis,
memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah, membina, rnengoordinasikan dan melaksanakan program dan

kegiatandibidangperhubungandaratberdasarkanketentuan
peraturan Perundan g-undangan.

(2) Kepala Bidang Perhubungan Darat dalam melaksanakan tugas pokok

se6agaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : - .

.. pJ-*r".n kebijakan teknis, pemberian dukungan' pembinaan'

monitoring dan Lvaluasi pelaksanaan tugas di bidang laiu lintas
angkutan jalan dan kelaikan kendaraan;

b. perumusan kebljakan teknis, pemberian dukungan' pembinaan'

monitoring dan 
-evaluasi 

pelaksanaan tugas di bidang manajemen

keselamatan transportasi dan rekayasa lalu lintas; dan

c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya'



(3) Kepala Bidang Perhubungan Darat dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai
berikut :

a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tuBas yang
merata;

c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait pemmusan kebijakan,
operasionalisasi dan pelaporannya;

d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;

e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;

f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan dalam lingkuP Bidang;

g. melaksanakan perlrmusErn penJrusunan kebijakan di bidang lalu
lintas algkutan jalan dan kelaikan kendaraan dan bidang
manajemen keselamatan transportasi dan rekayasa laiu lintas;

h. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
lalu lintas angkutan jalan dan kelaikan kendaraan dan bidang
manajemen keselamatan transportasi dan rekayasa lalu lintas;

i. melaksanakal pengaturan sirkulasi lalu iintas di kabupaten dengan
persetujuan Bupati untuk jalan kabupaten;

j. melaksanakan penyusunan dan menetapkan jaringan trayek
angkutan perdesaan dan angkutan kota dalam kabupaten;

k. melaksanakal pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan
kendaraart bermotor di jalan maupun terminal dengan tidak
mengganggu keselamatan dan kelancaran lalu lintas;

l.melaksanakanpenetapan,mengawasijaringantransportasijalan,
kelas jalal dan menyusu nan besetting trayek angkutan kota dan
perdesaan dalam kabuPaten;

m. melaksanakan penetapan larangan penggunaan jalan tertentu'
pemberianizinpenggunaanjalansesuaikepentinganialulintasyang
terada pada jalan nasional, provinsi, kabupaten, jalan desa yang

berada di dalam kabuPaten;

n. melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan
perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan
i..tgrt, penerbitan izin sekolah mengemudi yang diselenggarakan
oleh masYarakat;

o. melaksanakan pemantauan dan eva-luasi pelaksanaan izin di bidang
perhubungan darat;

p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Perhubungan
Darat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai

bahan Perumusan kebijakan; dan

q.melaksanakantugaskedinasanlainyangdiperintahkanatasanbaik
lisan maupun tirtulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas'

Pasal 9

(1)SeksiLaluLintasAngkutanJalandanKelaikanKendaraan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 1 dipimpin
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(2)

(3)

oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan
melaksanakan penyiapan bahan pen5rusunan kebijakan teknis,
membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan
di seksi lalu lintas angkutan jalan dan kelaikan kendaraan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Kelaikan Kendaraan
dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas
angkutan jalan dan kelaikan kendaraal;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas
angkutan jalan dan kelaikan kendaraan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas angkutan
jalan dan kelaikan kendaraan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Kelaikan Kendaraan
dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

". -i...r"*u.kan kegiatan latu lintas angkutan jalan dan kelaikan
kendaraan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang

merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar

berja*lan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
Seksi;

f. menyiapkan bahan perumusan pen5rusunan kebijakan teknis di
bldang ialu lintas angkutan jalan dan kelaikal kendaraan;

g.melakukanpengaturansirkulasilalulintasdikabupatendengan
persetujuan Bupati untuk jaLan kabupaten;

h. menyiapkan bahan penyusunan penetapan jaringan trayek angkutan
pedesaan dan angkutan kota dalam kabupaten;

i. melakukan evaluasi pelaksanaan program rencana penetapan tarif
angkutan kota dan pedesaan dalam kabupaten;

j. melakrrkan pengawasan pelaksanaan tarif angkutal yalg ditetapkan
Pemerintah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

k. melakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan

kendaraan blrmotor di jalan maupun terminal dengan tidak

mengganggu keselamatan dan kelancaran lalu lintas;

1. melakukan kegiatan pengawasan lalu lintas dan pengendalian lalu

lintas di jalan (patroli dan pengawalan di jalan);

m.melakukanpemantauandananalisisunjukkerjaoperasionallalu
lintas dara!

n. menlrusun
AnEkutan

Seksi
dan

Lalu Lintas
memberikan

laporan hasil Pelaksanaan tuBas
Jalan dan Kelaikan Kendaraan
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(1)

(21

(3)

saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; dan

o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 10

Seksi Manajemen Keselamatan Transportasi dan Rekayasa lalu Lintas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (11 huruf c arlgka 2 dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan
melaksanal<an penyiapan bahan pen1rusunan kebijakan teknis,
membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan
di seksi manajemen keselamatan transportasi dan rekayasa lalu lintas
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Seksi Manajemen Keselamatan Transportasi dal Rekayasa Lalu
Lintas dalam meiaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen

keselamatan transportasi dan rekayasa lalu lintas;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang manajemen
keselamatan transportasi dan rekayasa lalu lintas;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang manajemen
Leselamatan transportasi dan rekayasa lalu lintas; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinYa.

Kepala Seksi Manajemen Keselamatan Transportasi dan Rekayasa Lalu
Lintas dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a-. meretcanakan kegiatan manajemen keselamatan transportasi dan

rekayasa lalu iintas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkuaiitas dalam lingkup Seksi;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar

be{Jan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
Seksi;

f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang
manajernen keselamatan transportasi dan rekayasa lalu lintas;

g. menyiapkan bahan p€nJrusunan penetapan dan pengawasan
- jaringan transportasi jalan, kelas jalan dan menJrusun besetttng

t."y"t angkutan kota dan pedesaan dalam kabupaten;

h. mel.;akukan inventarisasi data pel'ayanan angkutan, Iaporan
perjalanan kendaraan dan penumpang setiap Terminal dan Terminal

tipe C sebagai data evaluasi angkutan;

i. melakukan analisis dan identifikasi da'lam rangka memberikan

dukunganfasilitasipelayananperizinandalambentukpenerbitan
pertimEangan teknis terkait sekolah mengemudi yang

diselenggarakan oleh masYarakat;
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j. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang
manajemen keselamatan transportasi dan rekayasa lalu lintas;

k. menyiapkan bahan penJrusunan penetapan lokasi pemasangan
rambu-rambu lalu lintas, Marka Jalan dan alat pemberi isyarat lalu
lintas dan alat pengamanan dan pemasangannya di jalan kabupaten;

l. melakukan peninjauan daerah rawan kecelakaan ialu lintas dan
penanggulangan kecelakaan lalu lintas, serta menetapkan
pelaksanaan kegiatan rekayasa lalu lintas dan manejemen lalu lintas
dalam kabupaten;

m. menyiapakan bahan penyusunan pelaksanaan penetapan iarangan
penggunaan jalan tertentu, pemberian Izin penggunaan jalan sesuai
kepentingan la-lu lintas yang berada pada jalan Nasional, Provinsi,
Kabupaten dan jalan Desa yang berada di dalam Kabupaten;

n. meiakukan survey lalu lintas dan memantau kegiatan lalu lintas,
pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas dan alat pengendali
pengamanan di jalan;

o. menJrusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Manajemen
Keselamatan Tralsportasi dan Rekayasa Lalu Lintas dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat

Bidang Perhubungan t aut dan Udara

Pasal 1l

(1) Bidang Perhubungan Laut darr Udara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang,
mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan
kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggzrraan urusan
p.-..iart"h^., daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan
p.og.r- dan kegiatan di bidang perhubungan laut dan udara
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan'

(2J Kepala Bidang Perhubungan Laut dan udara dalam melaksanakan
tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan
fungsi :

,. f...,-r"rl kebijakal teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang
kepelabuhanan, keselamatan angkutan laut dan pengamanan

wilayah perairan;

b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan'
Lonitori.rg darr evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perhubungan

udara; dan

c. pelaksanaan tugas kedinasan iain sesuai bidang tugasnya'

(3) Kepala Bidang Perhubungan l,aut dan- Udara dalam melaksanakart
tuias pokok sibagaimana dimaksud pada ayat (l) mempunyai rinciart

tugas sebagai berikut :

". 
--"aa.t""t.kan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

b.membagitugaskepadabawahanagarterciptadistribusitugasyang
merata;

13



c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan,
operasionalisasi dan pelaporannya;

d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;

e. mengatur pelaksalaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;

f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan dalam lingkup Bidang;

g. melaksanakan perumusan penJrusunan kebijakan di bidang
kepelabuhanan, keselamatan angkutan laut dan pengamanan
wilayah perairan, dan bidang perhubungan udara;

h. mela-ksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
kepelabuhanan, keselamatan angkutan laut dan pengamanan
wilayah perairan, dan bidang perhubungan udara;

i. melaksanakan penetapan pengelolaan Dermaga Untuk Kepentingan
Sendiri di pelabuhan lokal kabupaten, Daerah lingkungan kerja serta
Daerah Lingkungan Kepentingan bagi pelabuhan lokal/kabupaten;

j. melalsanakan pengkajian dan menetapkan tarif bongkar muat,
menetapkan besar tarif jasa pelabuhan dan pelayanan lintas lokal
kabupaten bersama unsur terkait;

k. melaksanakan koordinasi penetapan rencana induk dan rencana
pengembangan pelabuhan lokal kabupaten;

l. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengawasan dan
pengendalian operasional bandar udara dan pengelolaan bandar
udara kabupaten serta kegiatan kelancaran angkutan udara;

m. melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan
perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan
penerbitan izin lokasi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus,
jasa pelayanan pelabuhan di luar kewenangan kabupaten dengan
jasa pelabuhan kabupaten, surat izin usaha perusahaan pelayaran,
Perusahaan Bongkar Muat dalam kabupaten, izin usaha Salvage
termasuk kegiatal penyelamatan bawah air kotor GT kecil dai Z,
surat izin usaha perusahaan pelayaran rakyat, surat izin usaha
perusahaan penunjang angkutan laut (EMKL-PBM-TALLY) lintas
kabupaten, pemberian izin kerja (lebih kecil dari 5O.0OO m3) dan
reklamasi parrtai (lebih kecil dari 2 ha);

n. melaksana-kal dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan
perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan
penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas
landas helikopter dalam kabupaten;

o. men5rusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Perhubungan
Laut dan Udara dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik
lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk
mendukung kelalcaran pelaksanaan tugas.

Pasal 12

(1) Seksi Kepelabuhanan, Keselamatan Angkutan Laut dan Pengamanan
Wilayah Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d
angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok
memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan pen5rusunan kebijakan
teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan

14



kegiatan di seksi kepelabuhanan, keselamatan angkutan laut dan
pengamanal wilayah perairan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(21 Kepala Seksi Kepelabuhanan, Keselamatan Angkutan Laut dan
Pengamanan Wilayah Perairan dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perlrmusan kebijakan teknis di bidang

kepelabuhanan, keselamatan angkutan laut dan pengarnanan
wilayah perairanl

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang
kepelabuhanan, keselamatan angkutan laut dan pengamanan
wilayah perairan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepelabuhanan,
keselamatan angkutan laut dan pengamanan wilayah perairan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Seksi Kepelabuhanan, Keselamatan Angkutan l,aut dan
Pengamanan Wilayah Perairan dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai
berikut :

a. merencanakan kegiatan kepelabuhanan, keselamatal angkutan laut
dan pengamanan wilayah perairan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar bery'alan

sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar
be{alan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
Seksi;

f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di
bidang kepelabuhanan, keselamatan angkutan laut dan pengamanan
wilayah perairan;

g. melakukan analisis dan identifikasi dalam rangka memberikan
dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan
pertimbangan teknis terkait lokasi pelabuhan umum dan pelabuhan
i.hr"r", jasa pelayanan pelabuhan di luar kewenangan kabupaten
dengan jasa pelabuhan kabupaten, usaha perusahaan pelayaran,
Perusahaan Bongkar Muat dalam kabupaten, usaha Salvage

termasukkegiatanpenyelamatanbawahairkotorGTkecildariT,
Usaha Perusahaan Pelayaran Ra\zat, usaha perusahaan penunjang
angkutanlaut(EkspedisiMuatanKapalLaut-PB\4-TtlllY)^lintas
kabupaten, pemberian izin kerja (lebih kecil dari 50'O00 m3) dan
reklamasi pantai (lebih kecil dari 2 ha);

h.melakukanpemantauandanevaluasipelaksanaanizindibidang
kepelabuhanan, keselamatan angkutal laut dan Pengarnanan
wilayah perairan;

i. menyiapkan bahan peny'Lrsunan penetapan pengelolaan Dermaga

Untuk kepentingan Sendiri di pelabuhan lokal kabupaten, Daerah
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Lingkungan Keda serta Daerah Lingkungan Kepentingan bagi
pelabuhan lokal / kabupaten;

j. menyiapkan bahan penyrrsunan pengkajian dan penetapan tarif
bongkar muat, menetapkan besar tarif jasa pelabuhan dan
pelayanan lintas lokal kabupaten bersama unsur terkait;

k. melakukan pengurusan tarif jasa pelabuhan untuk pelayaran lokal
kabupaten; pengkajian dan menetapkan tarif angkutan laut
penumpang kelas ekonomi kabupaten;

L melakukan pen5rusunan dan merencanakan trayek serta koordinasi
pen5rusunan trayek angkutan perintis;

m. melakukan pengawasan pengukuran serta pendaftaran kapal
berukuran isi kotor GT lebih kecil dari 7, dan penertiban surat tanda
kebangsaan kapal dengan ukuran lebih kecil dari GT;

n. melakukan pengamanan, penertiban dan penanggulangan
pencemaran laut, patroli serta bantuan SAR di pelabuhan dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan;

o. melakukan koordinasi terkait penetapan rencana induk dan rencana
pengembangan pelabuhan lokal kabupaten;

p. melakukan pendaftaran ulang terhadap Perusahaan Pelayaran
Rakyat berupa penerbitan Surat lzin Usaha Perusahaan Pelayaran
Rakyat dan Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut;

q. menyusun iaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Kepelabuhanan,
Keselamatan Angkutan Laut dan Pengamanan Wilayah Perairan dan
memberikan saran pertirnbangan kepada atasan sebagai bahan
perumuszul kebijakan; dan

r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksalaan tugas.

Pasal 13

seksi Perhubungan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) huruf d angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai
i rg^" pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan
p."rry'rr"r.trt kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan

melaksanakan program dal kegiatan di seksi perhubungan udara
berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan'

Kepala Seksi Perhubungart Udara dalam melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelerrggarakan fungg] : - . -

,. pJ"yaprt bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
perhubungan udara;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang
perhubungan udara;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan udara;

dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinYa'

Kepala Seksi Perhubungan Udara dalam melaksanakan tugas pokok

".6^g.i-"t " 
dimaksud f,ada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai

berikut :

a. merencanakan kegiatan perhubungan udara sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

(1)

(2)

(3)
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b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar beq'alan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tr.rgas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar
be{alan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas daiam lingkup
Seksi;

f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang
perhubungan udara;

g. melakukan pen1rusunan dan merencanakan kegiatan pembinaan dan
pengawasan perhubungan udara;

h. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
kegiatan kelancaran angkutan udara;

i. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
operasional bandar udara;

j. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
pengelolaan baldar udara kabupaten;

k. mengkoordinasikan kegiatan pembinaan da;r pengawasan
perhubungan udara; dan

1. melakukan analisis dan identihkasi dalam rangka memberikan
dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan
pertimbangan teknis terkait mendirikan bangunan tempat
pendaratan dan lepas landas helikopter dalam Daerah;

m. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang
perhubungan udara;

n. men5rusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perhubungan
Udara dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan perumusan kebijakan; dan

o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima

Bidang Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pasal 14

(1) Bidang Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan
perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas
penyeienggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina,
me.tgoordi.rr.sikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang
Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

(21 Kepala Bidang Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberalgan dalam
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi :

.. plttl-rri"n kebij akan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang angkutan dan
keselamatan transportasi danau;
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b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengawasan
lalu lintas dan penyeberangan; dan

c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(3) Kepala Bidang Angkutal Sungai, Danau dan Penyeberalgal dalam
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perllmusan kebijakan,
operasionalisasi dan pelaporannya;

d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;

e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;

f. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan dalam lingkuP Bidang;

g. melaksanakan perumusan penJrusunan kebijakan bidang di bidang
angkutan dan keselamatan transportasi danau, dan bidang
pengawasan lalu lintas dan penyeberangan;

h. melaksanakan urLISan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
angkutan dan keselamatan transportasi danau, dan bidang
pengawasan lalu lintas dan penyeberangan;

i. melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang ASDP;

j. melaksanakan koordinasi perencanaan teknis di bidang ASDP;

k. melaksanakan penetapan pengelolaan dermaga, pengkajian dan
menetapkan besar tarif dermaga dan pelayanan ASDP untuk
kepentingan sendiri di pelabuhan lokal kabupaten;

l. melaksanakan penetapan Daerah Lingkungan Kerja serta Daerah
Lingkungan KePentingan bagi ASDP;

m. merekomendasikan jasa pelayanan dermaga di luar kewenangan
kabupaten dengan jasa dermaga kabupaten, surat izin usaha
perusahaal ASDP dalam Daerah;

n. melaksalakan pengkajian dan menetapkan tarif bongkar muat
bersama unsur terkait;

o. melaksanakan koordinasi pelaksanaan laLu lintas penyeberangan

dan pengawasar;

p. men)'usun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Angkutan
' Sun[ai, Daniu dan Penyeberangan dan memberikan saran

pertlmbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

dan

q.melaksanakantugaskedinasanlainyangdiperintahkanatasanbaik
Iisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas'

Pasal 15

(1) Seksi Angkutan dan Keselamatan Transportasi Danag sebagaimana

rlimaksuddalamPasal2ayat(||hurufeangkaldipimpinolehseorang
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Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan
penyiapan bahan pen1rusunan kebijakan teknis, membina,
mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi
angkutan dal keselamatan transportasi danau berdasarkan peraturan
yang berlaku untuk kelancaran tugas.

(2) Kepala Seksi Angkutan dan Keselamatan Transportasi Danau dalam
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang angkutan
dan keselamatan transportasi danau;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang angkutan
dan keselamatan transportasi danau;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang angkutan dan
keselamatan transportasi danau; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

(3) Kepaia Seksi Angkutan dan Keselamatan Transportasi Danau dalam
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan angkutan dan keselamatan transportasi
danau sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yarrg
merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencala, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar
be{alan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
Seksi;

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang angkutan dan
keselamatan transportasi dalau;

g. menyiapkan bahan pen),Llsunan penetapan pengelolaan dermaga,
pengkajian dan menetapkan besar tarif dermaga dan pelayanan
ASDP untuk kepentingan sendiri di pelabuhan lokal kabupaten;

h. menyiapkan bahan penyusunan penetapan Daerah Lingkungan
Kerja serta Daerah Lingkungan Kepentingan bagi ASDp;

i. menyiapkan bahan pen).usunan pemberian rekomendasi jasa
pelayanan dermaga di luar kewenangan kabupaten dengan jasa
dermaga kabupaten; surat izin usaha perusahaan aSDp dalam
Daerah;

j. menyiapkan bahan penJrusunan pengkajian dan penetapan tarif
bongkar muat bersama unsur terkait;

k. rnelakukan pengurusan tarif jasa dermaga untuk penyeberangan
lokal kabupaten serta pen5rusunan dan merencanakan trayek
angkutan perintis;

1. melakukan pengamanan, penertiban dan penangguiangan
pencemaran danau, patroli serta bantuan SAR di dermaga dengan
memperhatikan perundang- undangan yang berlaku;

m. melakukan koordinasi terkait penetapan rencana induk dan rencana
pengembangan dermaga kabupaten;

19



(1)

(2)

(3)

n. men),Lrsun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Angkutan
dan Keselamatan Transportasi Danau dan memberikan
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; dan

o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 16

Seksi Pengawasan Lalu Lintas dan Penyeberangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (Il huruf e arg)<a 2 dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan
penyiapan bahan pen1rusunan kebijakan teknis, membina,
mengkoordinasikan dan melaksartakan program dan kegiatan di seksi
pengawasan lalu lintas dan penyeberangan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kepala Seksi Pengawasan Lalu Lintas dan Penyeberangan dalam
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan
lalu lintas dan PenYeberangan;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pengawasan

lalu lintas dan penYeberangan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengawasurn lalu lintas
dan penyeberangan; dan

d. pelaksanaan tugas iain yang diberikal oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinYa.

Kepala Seksi Pengawasan [,alu Lintas dan Penyeberangan dalam
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. me..ncanakan kegiatan pengawasan laiu lintas dan penyeberangan

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang

merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai

,.rr"Lt^, iepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar

berjian sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
Seksi;

f. menyiapkan bahan perlrmusan pen)rusunan kebijakan di bidang
pengawasan lalu lintas dan penyeberangan

g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan
- p..fu.*.""n lalu lin-tas dan penyeberangan serta menyiapkan baharL

petunjuk Pemecahan masalah;

h. mengoordinasikan kegiatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah

terkait pengawasan lalu lintas dan penyeberangan;

i. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan

lalu lintas dan PenYeberangan;

j. melakukan pen)rusunan dan perencanaan kegiatan lalu lintas
penyeberangal dan Pengawasan;
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k. mengoordinasikan pelaksanaan lalu lintas penyeberangan dan
pengawasan;

l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Lalu
Lintas dan Penyeberangan dan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkal oleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 17

( 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas wajib dan taat
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

{21 Kepala Dinas mengembangkan koordinasi dan keda sama dengan
Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/ swasta terkait, dalam
rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar peiaksanaan tugas
dan fungsi Dinas.

Pasal 18

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi,
Pejabat Fungsional dan pegawai dalam lingkungan Dinas wajib
melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama,
integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas
dan efrsiensi.

Pasal 19

( 1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala
Seksi, Pejabat Fungsional daiam lingkungal Dinas wajib memimpin,
mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk
pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-
masing.

(21 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepaia Bidang, Kepala Subbagian, Kepala
Seksi, Pejabat Fungsional dalam lingkungan Dinas mengikuti dan
mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20
Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi,
Pejabat Fungsional dalam lingkungan Dinas mengawasi dan mengendalikan
pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah yang
diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi
penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_pndangan.

Pasal 2 I

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala
Seksi, Pejabat Fungsional da,lam lingkungan Dinas menyamp"itr,
laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing_masing
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(21 Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada avat (1),
menindaklanjuti dan menjadikan laporan ya-ng diterima sebagai- bahan
pengambilan keputusan sesuai dengan kewenan gal masin g-m-asing.
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BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur
Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan
Struktural pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Luu.u Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008
Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasai 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lurvu
Timur.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 7 November 2016

BUPATI LUWU TIMUR,

. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 7 Novernber 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU T]MUR,

BAHRI SULI

.:J,.::l_:j a\C

ERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016 NOMOR: 43

SEKDA

ASISTEN

t2
l(A8AG.
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